
 

 

Jakarta, 21 Januari 1985 
 
Nomor : S-20/K/1985 
Lampiran : 1 (satu) konsep 
Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional 
 
 
Kepada Yth.  
Bapak Menteri Koordinator EKUIN dan WASBANG  
di -  
 JAKARTA  
 
 
 Sesuai dengan instruksi Bapak beberapa waktu yang lalu, bersama ini kami 

menyampaikan konsep surat perihal tersebut dalam pokok surat ini yang isinya adalah 

merupakan penegasan penafsiran terhadap pasal 18 INPRES 15 Tahun 1983 yang perlu 

diketahui dan dilaksanakan oleh para Menteri/Pimpinan Lembaga Non 

Departemen/Pimpinan Instansi lainnya.  

 
 

KEPALA BADAN PENGAWASAN 
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 

 
TTD 

Drs. G A N D H I  
NIP  060006034 

 



 

 

Jakarta,      Januari 1985 
 
Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pengawasan  
  Aparat Pengawasan Fungsional 
 
 
KepadaYth. 
1. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV; 
2. Panglima Angkatan Bersenjata; 
3. Jaksa Agung; 
4. Gubernur Bank Indonesia; 
5. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen; 
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara; 
7. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. 
 
 
 Sebagaimana dimaklumi, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983, 
kepada Saudara telah diinstruksikan untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang 
efektif ke dalam tubuh aparatur Pemerintah di dalam lingkungan masing-masing secara 
terus-menerus dan menyeluruh serta berdasarkan hasil-hasil pengawasan mengambil 
langkah-langkah yang perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  
 Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan 
sebagaimana diatur dalam pasal 18 lampiran Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 
tersebut dengan ini kami mengharapkan perhatian dan bantuan Saudara akan hal-hal 
sebagai berikut :  
1. Setiap Menteri/Pimpinan Lembaga Non Departemen/Pimpinan Instansi lainnya 

setelah menerima laporan hasil-hasil pemeriksaan dari BPKP dan Aparat Pengawasan 
Fungsionalnya hendaknya mengambil langkah-langkah tindak lanjut untuk 
menyelesaikan masalah-masalah yang diidentifikasikan dalam laporan tersebut sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Sebagaimana dimaklumi, pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dapat berupa : 
1) Tindakan administratif sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 30 Tahun 1980 

tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
2) Tindakan tuntutan/gugatan perdata, antara lain berupa : 

(1) tuntutan ganti rugi/penyetoran kembali; 
(2) tuntutan perbendaharaan; 
(3) tuntutan perdata berupa pengenaan denda, ganti rugi dan lain-lain. 

3) Tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada 
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi tindak pidana 
umum, atau kepada Kepala Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal terdapat 
indikasl tindak pidana khusus, seperti korupsi dan lain-lainnya. 

4) Tindakan penyempurnaan aparatur Pemerintah di bidang kelembagaan, 
kepegawaian dan ketatalaksanaan setelah berkonsultasi dengan atau mendapat 
persetujuan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. 

3. Tindak lanjut berupa penyerahan perkara kepada Kepolisian Negara atau Kejaksaan 
baik yang dilakukan oleh Saudara dan/atau oleh BPKP tidak menghalangi 
dilakukannya tindak lanjut yang perlu berupa tindakan tuntutan ganti 
rugi/perbendaharaan dan atau tindakan administratif terhadap pegawai/pejabat yang 
terlibat sesuai dengan wewenang Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Instansi 
masing-masing. 

4. Pelaksanaan tindak lanjut tersebut di atas hendaknya diberitahukan kepada Kepala 
BPKP sedangkan pelaksanaan tindak lanjut berupa tindakan administratif dan 
tindakan penyempurnaan aparatur Pemerintah di bidang kelembagaan, kepegawaian 



 

 

dan ketatalaksanaan diberitahukan pula kepada Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara. 

5. Dalam hal terdapat tindak lanjut yang memerlukan penanganan beberapa 
Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen maka masalahnya dapat 
disampaikan kepada kami untuk dikoordinasikan pemecahan masalahnya dengan 
Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan. 

 
 Atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih. 
 

MENTERI KOORDINATOR EKUIN DAN 
PENGAWASAN PEMBANGUNAN 

 
TTD 

ALI WARDHANA 
Tembusan Yth. : 
1. Bapak Wakil Presiden R.I. 
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 
 
 


